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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat, taufik,
dan hidayah-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
buku ini dengan baik yang berjudul Hukum Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum.

Buku ini dibuat untuk memperkaya bahan bacaan bagi pegiat ilmu
Hukum Agraria/Pertanahan di Indonesia. Buku ini disusun untuk memberikan
pemahaman yang benar kepada pembaca berkaitan dengan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia. Buku ini
didasarkan kepada konsep hukum dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum agraria/Pertanahan di Indonesia,
lebih khusus mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam buku ini akan membahas mengenai Periodisasi Pengadaan Tanah,
Konsep Kepentingan Umum, Konsep Ganti Kerugian, Musyawarah Untuk
Mufakat, Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna, untuk itu kritik dan
saran dari teman-teman pengajar dan pembaca pada umumnya sangat
diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Demikian dan terima kasih, semoga materi ilmu pengetahuan dalam
buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pengajar, dan penulis lainnya,
aamiin.

Penulis
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PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman menuntut adanya
pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum menggambarkan kondisi suatu
masyarakat dimana hukum itu berlaku, sehingga hukum harus terus
diperbaharui secara berkala agar hukum tetap relevan. Salah satu bidang
hukum yang hingga saat ini masih terus mengalami pembaharuan adalah
hukum agraria. Boedi Harsono! mengemukakan, “usaha untuk mengadakan
perombakan hukum agraria secara menyeluruh ternyata memerlukan waktu
lama, untuk itu maka terpaksalah dipergunakan hukum agraria lama, tetapi
pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan yang baru dan dengan memakai
tafsir yang baru pula yang sesuai dengan asas-asas Pancasila.” Dalam buku ini,
tim penyusun mengangkat subjek pengadaan tanah di Indonesia, khususnya
bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah di Indonesia
merupakan isu yang menarik karena pengadaan tanah memegang peranan
yang cukup besar dalam menunjang keberhasilan pemerataan pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kendatipun Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
merupakan produk hukum lama yang telah diberlakukan sejak tahun 1960,
regulasi atau peraturan pelaksana yang mengatur pengadaan tanah terus
mengalami pembaharuan dan revisi untuk menyesuaikan perkembangan
yang ada perihal kondisi agraria Nasional. Adapun pengadaan tanah untuk
kepentingan umum pertama kali diatur secara tersendiri dalam Keputusan
Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian berkali-kali mengalami perubahan
seiring waktu berjalan.

1 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agrarian: Sejarah, Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaan
Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan 1978, him. 55
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BAB

SEJARAH/PERIODISASI
PENGADAAN TANAH

Pengadaan tanah adalah suatu kegiatan dengan penyediaan tanah
dengan dilakukan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang
terdampak.? Pengadaan tanah memiliki tujuan untuk menunjang kepentingan
umum berbagai melalui berbagai sektor dalam rangka mensejahterakan
masyarakat.* Pengadaan tanah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
sistem pemerintahan, rencana kinerja pembangunan, arah orientasi
pembangunan, dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada
masa tersebut. Pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia dipengaruhi oleh
campur tangan dari Belanda maupun jepang pada masa penjajahan Belanda
maupun masa penjajahan Jepang. Adanya campur tangan ini memiliki peran
akan mekanisme dan pengaturan terkait dengan pengadaan tanah di
Indonesia.

3 Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” Yustisia Jurnal Hukum 95, no. 2 (2016): 376—-394.

4 Westi Utami dan Sarjita, 2020, Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dari
Masa Ke Masa, vol. 1, him 1.



BAB

KONSEP KEPENTINGAN UMUM

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan perubahan atau
pengembangan aspek tertentu yang diupayakan oleh hampir seluruh negara
di dunia. Everett M. Rogers mengemukakan bahwa secara sederhana
pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial
dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa.3!
Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah
tidak akan bisa lepas dari konsep kepentingan umum yang mendasari setiap
kegiatan pembangunan itu sendiri, tidak terkecuali pembangunan melalui
pengadaan tanah. Berbicara kepentingan umum, Pasal 18 UUPA
mengkategorikan kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan
bersama dari rakyat sebagai kepentingan umum. Namun, pengertian
kepentingan umum secara jelas telah tercantum dalam Pasal 1 Bab Ketentuan
Umum PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yakni “...kepentingan bangsa,
negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.” 3 Penerapan prinsip kepentingan umum dalam

31Teguh Budi Raharjo & Tina Kartika, Komunikasi Sosial dan Pembangunan, 2019, Bandar
Lampung: Pusaka Media, him. 4, sebagaimana dikutip dari Everett M. Rogers, Diffusions of
Innovations, Fourth Edition, 1995, New York: Tree Press, him. 2

32 peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 7



BAB

KONSEP GANTI KERUGIAN

Pembangunan vyang dimaksudkan untuk kepentingan umum
memerlukan adanya tanah sebagai hal yang diperlukan untuk menunjang
pembangunan. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tercermin
dengan hak atas ganti kerugian bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah
dan kewajiban penyerahan hak atas tanah dan juga benda yang berada di
atas tanah tersebut kepada instansi pemerintah terkait. Ganti rugi pun
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 19 Tahun 2021 yang mana akibat
dari pengadaan tanah adalah pemberian ganti rugi secara layak dan adil.

Paradigma ganti kerugian cenderung bermakna bahwa pemegang hak
atas tanah itu mengalami kerugian sebelum pelepasan tanahnya untuk
kepentingan umum. hal tersebut berbeda dengan kompensasi. Dalam
paradigma kompensasi, proyek pengadaan tanah menjamin kehidupan yang
lebih baik dari sebelumnya dan bukan merupakan proses pemiskinan
masyarakat. dengan demikian, istilah tepat yang dapat digunakan adalah
kompensasi. Dalam hal ini, ganti kerugian identik dengan korban. di sisi lain,
dalam pengadaan tanah tidak perlu adanya korban. jika hal demikian terjadi,
pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa akan ada korban pada saat

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, padahal tidak seharusnya terjadi.
64

64 Adrian Sutedi. Op.Cit. him 425.



BAB
4

MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

A. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGADAAN TANAH

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum menyatakan bahwa salah satu dari prinsip yang
mendasari pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum
adalah Prinsip Kesepakatan. Menurut ketentuan undang-undang ini yang
dimaksud Prinsip Kesepakatan yaitu proses pembebasan lahan dilakukan oleh
musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan
persetujuan bersama. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak
memberikan definisi tentang musyawarah.

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pembangunan untuk
kepentingan umum, pemerintah memerlukan tanah yang pengadaannya
dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, pengadaannya perlu
dilakukan secara tepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan dilatarbelakangi juga oleh berbagai
ketentuan peraturan-peraturan, sehingga dilakukan dengan mengedepankan
prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan,
kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan
sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam
UUD NRI 1945.



BAB

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Tanah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia
maupun badan hukum. tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
ekonomis maupun kebutuhan religius. hal serupa juga dimanfaatkan oleh
badan hukum, baik badan hukum swasta maupun badan hukum pemerintah.
bagi badan hukum swasta, digunakan untuk memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya. sedangkan untuk badan hukum pemerintahan digunakan
untuk memenuhi fasilitas kepentingan umum sebagai bentuk upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara
sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 78

Dengan melihat tanah-tanah yang ada di wilayah Indonesia menjadi
suatu yang krusial, pemerintah perlu untuk melakukan kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. pengadaan tanah
tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; menjamin terselenggaranya
pembangunan untuk kepentingan umum yang memperhatikan prinsip
kemanusiaan, demokratis, dan adil; dan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.”®

78 Arba, 2019, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, him 64.
79 |bid. him 65.
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TANAH

Perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman menuntut adanya
pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum menggambarkan
kondisi suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku, sehingga
hukum harus terus diperbaharui secara berkala agar hukum tetap
relevan. Salah satu bidang hukum yang hingga saat ini masih terus
mengalami pembaharuan adalah hukum agraria. Buku yang
mengangkat topik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum ini menyajikan lima (5) pokok bahasan yang
dikemas dalam sejumlah bab dan subbab, antara lain: (a) Sejarah
dan Periodisasi Pengadaan Tanah; (b) Konsep Kepentingan Umum;
(c) Konsep Ganti Rugi; (d) Musyawarah untuk Mencapai Mufakat;:
dan (e) Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah adalah
suatu kegiatan dengan penyediaan tanah dengan dilakukan ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang terdampak.
Pengadaan tanah memiliki tujuan untuk menunjang kepentingan
umum berbagai melalui berbagai sektor dalam rangka
mensejahterakan masyarakat. Pengadaan tanah ini dipengaruhi
oleh faktor-faktor seperti sistem pemerintahan, rencana kinerja
pembangunan, arah orientasi pembangunan, dan peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan pada masa tersebut.
Pelaksanaan pengadaan tanah di-Indonesia dipengaruhi oleh
campur tangan darl Belanda maupun jepang pada masa penjajahan
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